BAB VI
KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA
A. Makna Kelembagaan Negara
Dalam penyelenggaraan negara Indonesia, MPR dan DPR adalah salah satu kelembagaan negara yang memiliki peran penting. MPR dan DPR berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hajat hidup orang banyak. Lembaga tersebut juga sebagai alat kelengkapan negara yang dapat menjadi penyeimbang jalannya negara.
Kelembagaan negara adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kenegaraan berdasarkan aturan dalam UUD 1945. Kelembagaan negara bertujuan untuk mengatur kehidupan dan keberlangsungan  hidup sebuah negara. Dalam kelembagaan negara ada sistem yang mengatur jalannya roda pemerintahan . Sistem yang ada dalam kelembagaan mengatur setiap bagian baik administrasi, koordinasi, dan instruksi.
Lembaga negara memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bernegara supaya tertib,disiplin,terstruktur, dan sistematis. Masyarakat akan mudah menyelesaikan setiap permasalahan kehidupannya sesuai dengan prosedur penyelesaian yang dimiliki lembaga negara. Masyarakat dapat mengikuti aturan tata cara dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa menyerobot hak orang lain, tepat waktu sesuai waktu yang dimiliki, urut dari tahap ke tahap berikutnya, dan semua bagian dapat dilalui dengan mudah.
B. Klasifikasi Lembaga Negara Indonesia
Lembaga negara diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lembaga negara yang pembentukannya diatur dalam undag-undang dasar, lembaga negara yang terbentuknya diatur dalam undang-undang,dan lembaga negara yang pembentukannya diatur  dalam keputusan presiden  (Suwanda,2017). Sementara, berdasarkan UUD 1945, lembaga negra indonesia diklasifikasikan menjadi 5, antara lain legislatif yaitu MPR yang di dalamnya terdiri dari DPR dan DPD; eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden ; Yudikatif yaitu MA dan MK; inspektif yakni BPK; dan lembaga baru yaitu KY (Komisi Yudisial).
Lembaga negara utama legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki fungsi dan kedudukan yang diatur dalam UUD. Lembaga utama negara menjalankan fungsi dan wewenangnya secara instrumental melambangkan kekuasaan negara yang utama. Secara garis struktural , lembaga utama negara mengatur hal yang menjadi kewenangannya. Semua lembaga utama negatra, yaitu MPR,DPR,DPD,Presiden,Wakil Presiden,MA,MK,KY, dan BPK memiliki huhbungan koordianasi dalam bentuk check and balance. Hal ini artinya tidak ada lembaga yang derajatnya lebih tinggi atau lebih rendah.
Berikutnya adalah lemabaga negara yaitu Kepolisisan Negara Republik Indonesia, TNI, dan KY. Lembaga tinggi negara tidak menjalankan  tugas utama seperti lembaga utama negara lainnya yitu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga tinggi negara bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap lemabag negara yang melayani. Walaupun lemabag utaman negara dan lemba tinggi  negara berbeda tugasnya, tetapi secara fungsi , lembaga tinggi negara memiliki tugas untuk melengkapi yang tidak dimiliki oleh lembaga utama negara.
Di Indonesia selain lembaga utama negara utama dan lembaga tinggi negara juga ada lembaga bantu negara. Menurut UUD lembaga bantu negara adalah KY, tetapi di luar UUD masih banyak lemabag bantu lainnya. Terdapat dua lemabaga bantu, yaitu komisi negara independen yang tugasnya berdiri sendiri di luar legislatif, eksekutif,dan yudikatif, serta komisi negara biasa yang tugasnya membantu lembaga eksekutif walaupun perannya tidak selalu penting(Suwanda.2017). Berdasarkan aturan pembentukannya, lembaga bantu negara di bedakan menjadi 3, yaitu lembaga bantu negara dibentuk berdasarkan UUD contohnya KPU, lembaga bantu negara dibentuk berdasarkan UU contohnya KPI (komisi Penyiaran Indonesia), dan lembaga negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden, contohnya KON (Komisi Ombudsman Nasional).
1. Legislatif
a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
Lembaga legislatif adalah MPR yang terdiri dari DPR dan DPD . Menurut teori struktur legislatif ada 2 jenis, yaitu lembaga perwakilan rakyat dengan satu kamar (unicameral) dan lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar (Bicameral), (Suwanda.2017). contoh negara yang memiliki perwakilan rakyat  Unicameral adalah soviet sedangkan negara yang memiliki rakyat Bicameral adalah Amerika Serikat. Di Amerika lembaga perwakilan rakyat namanya Majelis Tinggi (senat) dan majelis rendah (Hous of Representatif).
Di Indonesia, berdasarkan UUD 1945, MPR memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah amandemen. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan dan fungsi MPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 
Sebelum amandemen MPR merupakan lembaga tinggi negara yang meimliki tugas dan wewenang tertinggi, sehingga segala hal yang menyangkut eksekutif diputuskan  oleh MPR, MPR memiliki kekuasaan yang luar biasa, tertinggi, dan memutus  perkara pada tingkat akhir yang tidak dimiliki oleh lembaga negara lainnya. Namun setelah adanya amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.MPR menjadi lembaga negara yang kedudukannya sama seperti lembaga negara lainnya. 
Kedudukan MPR
MPR merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan di ibu kota negara (UU nomor 17 tahun 2014 bab 2 pasal 31. 
Tugas dan wewenang MPR 
Menururt UU MD3 pasal 5, MPR mempunyai 4 tugas :
1. Menyebarkan ketetapan MPR
2. Menyebarkan 4 pilar yaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika 
3. Melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan , UUD 1945, dan pelaksanaannya.
4. Menerima aspirasi masyarakat tentang pelaksanaan UUD 1945.
Sementara wewenang MPR  ada 6 brdasarkan UU MD3 pasal 4 antara lain:
1. Melakkan perubahan dan penetapan UUD 1945
2. Melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan hasil pemilihan umum.
3. Memeberikan keputusan atas usul DPR untuk memberhentikan presiden  dan wakil presiden setelah MK memutuskan bahwa presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Melakukanpelantikan wakil presiden menjadi presiden jika presiden tidak dapat memenuhi atau berhenti dari jabatannya.
5. Menentukan wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
6. Menentukan presiden dan wakil presiden apabila tidak dapat memenuhi atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak.

b. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
Ada perbedaan kedudukan tugas dan fungsi DPR antara sesudah amandemen dan sebelum amandemen. DPR memiliki kedudukan yang kuat dan tidak bisa dibubarkan oleh presiden, dapat melakukan pengawasan  terhadap kinerja pemerintah, dapat melakukan sidang istimewa apabila presiden melanggar GBHN dan memiliki 3 fungsi, yaitu:
1. fungsi legislatif untuk merancang dan dan menetapkan UU 
2. fungsi anggaran untuk menetapkan APBN (Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara)
3. Fungsi pengawasan  untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah amandemen UUD 1945, DPR dapat melakukan penetapan UU, padahal sebelumnya yang dapat menetapkan UU adalah presiden saja.Seelah amandemen DPR menerima tambahan wewenang yaitu mengesahkan UU, sehingga DPR dan presiden memiliki kewenangan yang sama dalam mengesahkan UU.
1. Kedudukan DPR
Berdasarkan UU MD3, pasal 68 bahwa DPR sbagai lembaga negara memiliki kedudukan di ibu kota negara
2. Fungsi DPR
DPR memiliki 3 fungsi menurut UU MD3 pasal 69yaitu;
a). Legislasi
DPR melalui fungsi legislasi dapat mengusulkan RUU dan menetapkan UU bersama presiden.
b).  Anggaran
DPR melalui fungsi anggaran dapat memberikan persetujuan atau atas RUU APBN yang diajukan oleh presiden
  c.)  Pengawasan
DPR melalui fungsi pengawasan dapat mengawasi pelaksanan UU dan APBN yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Wewenang DPR
Berdasarkan UU MD3 pasal 71, DPR memiliki 14 wewenang  diantaranya:

a. Membentuk UU yang pembahasannya dilakukan bersama presiden untuk disahkan bersama.
b. Memberi atau tidak persetujuan tentang Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang diusulkan oleh presiden agar menjadi UU.
c. Membahas RUU yang diusulkan oleh presiden  atau DPR yang berhubungan dengan daerah dengan mengikutsertakan  DPD sebelum disahkan menjadi UU oleh DPR dan presiden
4. Tugas DPR
   a).    Merancang, Membahas, dan menyebarluaskan RUU.
   b). Menerima RUU dari DPD tentang kedaerahan dan hubungan   perimbangan keuangan pusat ke daerah
   c).    Mengawasi pelaksanaan UU, APBN dan Kebijakan pemerintah
   d).  Melakukan pembahasan hasil dari pemeriksaan keuangan negara oleh BPK.
e).   Menyetujui pemindahtanganan pengelolaan aset negara berdasarkan UU serta terhadap perjanjian yang memberikan dampak luas terhadap rakyat dan negara.
 f).  Menerima, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
 g).   Menjalkankan tugas dan lainnya yang sudah diatur dalam  UU.
5.   Keanggotaan dan Masa Tugas DPR
	Lembaga DPR memiliki anggota berjumlah 560 orang dengan masa tugas 5 tahun dan berakhir sampai anggota baru mengucap sumpah (UU MD3 pasal 76). Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
6.	Hak DPR
	DPR memiliki 3 hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menmyatakan pendapat (UUD MD3 pasal 79).
a) Hak Interpelasi
   Hak interpelasi DPR merupakan hak untuk meminta keterangan atau   penjelasan dari pemerintah terhadap kebijakan yang memiliki pengaruh dan dampak yang luas pada masyarakat.
b).    Hak Angket
	Hak Angket DPR merupakan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar UU dan memiliki dampak luas pada masyarakat.
c).	Hak Menyatakan Pendapat
	Hak menyatakan pendapat DPR merupakan hak untuk memberikan pernyataan setuju dan tidak setuju atas berbagai kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, dan dengan pelanggaran presiden serta wakil presiden yang merupakan tindak lanjut  dari hak interpelasi dan angket.
7.  Alat Kelengkapan DPR
	     Berdasarkan UU MD3 pasal 83, alat kelengkapan DPR terdiri atas:
		a). Pimpinan			f). Badan kerjasama antar parlemen
		b). Badan musyawarah		g). Mahkamah kehormatan dewan
		c). Komisi			h). Badan urusan rumah tangga
		d). Badan legislasi		i). Panitia khusus
e). Badan anggaran	j). Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan pada rapat paripurna
c. 	DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
	Akibat dari amandemen UUD 1945 adalah dibentuknya lembaga negara DPD. DPD berfungsi sebagai lembaga negara untuk melakukan check and balance berkaitan dengan kebijakan yang ada di pusat dan daerah (Suwanda,2017). DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk supaya terjadi pemerataan dan keadilan secara merata  di semua wilayah NKRI. Selain itu. DPD juga berfungsi sebagai penyerap aspirasi yang kuat, sehingga kebijkan dari pusat awalnya berasal dari aspirasi masing-masing daerah. DPD adalah lembaga negara yag terdiri dari wakil daerah dengan eanggotaan yang dipilih melalui pemilu (UUD MD3) Tahun 2014 pasal 246).
1. Kedudukan DPD
DPD adalah lembaga perwakilan daerah dengan kedudukan sebagai lembaga negara yang berdomisili di ibu kota provinsi daerah pemilihan (UU MD3 Tahun 2014 pasal 247).
2. Fungsi DPD
Berdasarkan UU MD3 Tahun 2014 Pasal 248, DPD memiliki fungsi sebagai berikut:
a). Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
b). Turut serta membahas RUU yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
c). Memberi perimbangan pada DPR tentang RUU APBN dan RUU pajak, pendidikan, dan agama.
d). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU kedaerahan, APBN, pajak, pendidikan dan agama.
		3.      Wewenang dan Tugas DPD
DPD memiliki wewenang dan tugas sebanyak 9 hal sesuai dengan UU MD3 pasal 249, antara lain:
a) Mengajukan RUU yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
b) Turut serta membahas RUU yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan daerah dengan pusat.
c) Membuat dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU, baik dari DPR maupun Presiden yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
d) Memberi pertimbangan pada DPR terhadap RUU APBN,pajak,pendidikan, dan agama
e) Mengawasi pelaksanaan UU kedaerahan,APBN,pajak,pendidikan, dan agama.
f) Melaporkan hasil dari mengawasi pelaksanaan UU kedaerahan,APBN,pajak,pendidikan,dan agama kepada DPR untuk ditindaklanjuti.
g) Memperoleh hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK untuk bahan pertimbangan DPR dalam menyusun RUU APBN
h) Memberi pertimbangan untuk DPR dalam memilih anggota BPK.
i) Mmembuat program legislasi nasional tentang kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
3. Keanggotaan dan Masa Jabatan DPD
DPD sebagai wakil rakyat daerah anggotanya sebanyak 4 orang per provinsi melalui pemilu dengan disahkan oleh presiden dalam Keppres. Jumlah keseluruhan DPD adalah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.Masa jabatan DPD adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota DPD baru mengucapkan janji (UU MD3 Tahun 2014 pasal 252).
4. Hak DPD
DPD memiliki 4 hak menurut UU MD3 Tahun 2014 Pasal 256, antar lain:
a). Mengajukan RUU yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
b). Turut serta membahas RUU yang berkaitan kedaerahan dan perimbangan keuangan antara daerah dengan pusat.
c). Memberi perimbangan pada DPR dalam membahas RUU APBN,pajak,pendidikan, dan agama.
d). Mengawasai pelaksanaan UU kedaerahan,APBN,pajak,pendidikan,dan agama

2. Eksekutif
Dalam teori politika, eksekutif memegang peranan penting karena keberhasilan penyelenggaraan negara berada di tangan eksekutif. Eksekutif sebagai pemerintah memiliki kendali atas  berjalan dan tidaknya roda negara. Keistimewaan eksekutif terletak pada ruang lingkup kekuasaannya, yaitu mengajukan RUU mengesahkan UU bersama DPR, melaksanakan undang-undang menguasai militer dalam pertahanan, keamanan, dan perang serta menguasai diplomasi yang berhubungan dengan urusan luar negeri.
Eksekutif dalam UUD 1945 diamanatkan pada presiden dan wakil  presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh seorang menteri.
Presiden dan Wakil Presiden 
Prediden dan wakil presiden dipilih secara langsung dan berpasangan melalui pemilu (UUD 1945 pasal 6A) Presiden Republik Indonesia memiliki 2 fungsi pokok, yaitu Presiden RI sebagai kepala negara dan presiden RI sebagai kepala  pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan dalam mengusulkan RUU, mengesahkan UU, dan melaksanakan UU, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan memimpin jalannya pemerintahan secara praktis dan teknis menurut ketentuan UU.
a. Hak Presiden
 Presiden memiliki 2 hak dalam hal legislatif berdasarkan UUD 1945 pasal 5, sebagai 		        berikut:
1. Mengusulkan RUU kepada DPR
2. Menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk melaksanakan UU
b. Masa Jabatan Presiden
     Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan dapat di[ilh kembali dengan masa yang sama sebanyak 1 kali jabatan (UUD 1945 pasal 7)
c.  Kekuasaan presiden
     Kekuasaan presiden terdiri atas kekuasaan militer, kekuasaan diplomatik, kekuasaan  , serta kekuasaan emberian gelar dan membentuk dewan pertimbangan (UUD 1945).
3. Yudikatif.
[bookmark: _GoBack]     Lembaga pemerintah yang mengurusi hukum adalah badan yudikatif. Berdasarkan UUD 1945, badan yudikatif tertuang dalam Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman yang bersidat independen sehingga mandiri, bebas dan tidak bergantung pada siapa pun.











		
				       
